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TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEI{YERAHAN KEDUA DAN

SETERUSNYA

DEITGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERIYUR ITUSA TEN(X}ARA TIMI'R,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan
intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui
kebijakan pembebasan pajak kepada masyarakat;
bahwa sesuai Pasal 70 Perat:.:lln Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2O1O tentang Pajak
Daerah dan Perubahannya, Gubernur dapat
memberikan keringanan dan pembebasan pajak dan
tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan
Kedua dan Seterusnya;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
t6a9\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
saze\ Q

Mengingat : 1.

b.

c.

z-



9. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang
tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari
akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

BAB II
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB

DAIV BBI{XB PEIYYER.AIIAIY XEDUA DAIT SETERUSI{YA

Pasal 2

(1) Memberikan pembebasan sanksi administrasi PKB.
(21 Pembebasan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

pembebasan terhadap bunga dan denda PKB sebesar 10O7o.

(3) Pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan kepada kendaraan bermotor yang telah melewati masa
pajak atau tahun pajak.

Pasal 3

(1) Memberikan pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya.
(2) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah

sebesar 1OO7o.

(3) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
kepada Kendaraan Bermotor dengan kategori :

a. mutasi masuk dari luar wilayah NTT ke dalam wilayah NTT; dan
b. ubah bentuk dan alih fungsi dari kendaraan bermotor bukan

angkutan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum yang
memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang
menggunakan plat dasar warna kuning.

(4) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai
dengan penghapusan sanksi administrasi BBNKB sebesar 1007o.

Pasd 4

Untuk memperoleh pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, pemilik kendaraan harus memiliki bukti
kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.
Untuk memperoleh pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, pemilik kendaraan harus memiliki :

a. bukti identitas;
b. tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor; dan
c. tindisan surat pengantar mutasi.

Pasd 5

Pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilaksanakan mulai pada tanggal I Agustus
sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. .7?/
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3. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
2 Tahun 201O tentang P{ak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa ?enggara Timur Tahun 2O11
Nomor Ol, Tambahan lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor OO44) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2OIg tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 201O tentang pajak
Daerah (l,embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggana
Timur Tahun 2013 Nomor 0O6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor OO61);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNITR TEI{TAIIG PEMBEBASAII
SANKSI ADMIITISTRASI PA.IAI{ KTITDARAAN
BER.MOTOR DAIY BEA BALIK I{AMA KEITDARAAN
BERMOT'OR PEIYYERAIIA.IT KEDUA DAIT SETERUSilYA.

BAB I
KTTENTUAN I'MI'il

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya,
yang b'erfungsi untuk mengu.b'ah srratu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara perm€rnen.

5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang
memiliki bin angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut
bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan
plat dasar warna kuning.

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat pKB adalah pajak
yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB
ad.alah Pajak Atas Penyerahan Hat Milik Kendaraan Bermotor sebagai
akibat pe{anjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. p
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Pasd 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daetah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal It J\rL I
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